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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil kajian pustaka yang membahas tentang “Perlindungan
Saksi dan Korban Pasca Perkara Diputuskan (Analisis Menurut UU RI Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Figih Siyasah)”. Penelitian
ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ruang lingkup dan kewenangan
LPSK menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 dan bagaimana ruang lingkup dan
kewenangan LPSK menurut Figih Siyasah.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading),
dan selanjutnya dianalisis dengan Metode deskriptif-analisis, dalam arti
menguraikan masalah perlindungan saksi dan korban. Kemudian menarik kesimpulan
dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu masalah-masalah yang
bersifat umum tentang perlindungan saksi dan korban dalam UU RI Nomor 13
Tahun 2006, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan
perlindungan saksi dan korban dalam figih siyasah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah; pertama Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi para saksi dan korban
tidak keluar dari yang tertulis dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban. Dimana telah dijelaskan bahwa saksi dan korban
memiliki hak untuk dilindungi baik jiwa, harta dan keamanan untuk keluarga saksi
dan korban dalam memberikan kesaksian pasca perkara yang belum diputuskan oleh
hakim yang mana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 13 tahwm
2006 Kedua LPSK sangat mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi saksi dan korban
tidak menyimpang dari apa yang telah di jelaskan dalam ajaran Islam dan sunnah
rasul ‘mengenai manusia memiliki hak al-keramah dan hak al-fadilah dan sesuai
dengan magasid al-syariah, yaitu kemaslahatan umum/ kesejahteraan rakyat bagi
seluruh manusia dan alam semesta. Tujuan Islam di atas disebut kuliyat al-khams
atau lima prinsip dasar agama Islam yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
turunan, dan harta untuk melaksanakan maslahat al-daruriyyab, maslahat al-
hajiyyah, maslahat tahsiniyyah.

Dengan demikian perlindungan saksi dan korban pasca perkara diputuskan
telah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan
saksi dan korban dan ketentuan hukum Islam.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistcm tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke dalam tulisan Latin
sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan
sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Nama
! Alif Tidak dilambangkan
- Ba b Be
o Ta t Te
& Sa s Es (dengan titik diatas)
c Jim j Je
c Ha h Ha (dengan titik di bawah)
e Kha kh Ka dan Ha
5 Dal d De
5 Zal z Zet (dengan titik di atas)
J Ra r Er
p] Zai z Zet
g Sin s Es
o Syin sy Es dan Ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
S Dad d De (dengan titik di bawah)
b Ta t Te (dengan titik di bawah)
b Za z Zet (dengan titik di bawah)
¢ Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain g Ge
3 Fa f Ef
it Qaf q Ki
4 Kaf k Ka
J Lam 1 sEl

Xiii



¢ Mim m Em
0 Nun n En
3 Wau w We
. Ha h Ha
. Hamzah ! Apostrof
¢ Ya y Ya

. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa
tanda dan harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan
huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf 4, misalnya syahid.

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf 7 misalnya /’/an.

c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya fugaha’.

. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkapy! dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
mawdudiy
b. Vokal rangkap (§! dilambangkan dengan gabungan huruf gy, misalnya

bayyinah

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakst dan huruf,

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macror (corstan

horisontal) di atasnya, misalnya Syahadah.

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau rasydid,

taransliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya Aujjah

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf a/if/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah penghubung, misalnya a/-Bagu

. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, misalnya a/-Bagarah. Sedangkan ta’

marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”.

. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya figaha’. Sedangkan di awal kata,

huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.

Xiv



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini sedang membangun, mengadakan pembangun
jasmani dan rohaniah. Semua warga negara dan pemerintah ikut serta bersama-
sama dalam pembangunan semesta ini. Pembangunan ini, yang merupakan suatu
proses modernisasi membawa akibat yang positif maupun negatif. Ini berarti
bahwa pihak pemerintah maupun masyarakat secara kelompok atau pribadi ikut
bertanggung jawab terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang
dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Banyak kejadian atau fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya
mengenai masalah saksi dan korban. Contohnya saja mengenai kasus auditor
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Khairiansyah Salman, langkah beliau berani
membongkar dugaan kasus korupsi di KPU. Langkah tersebut menjadi bumerang
bagi dirinya karena mendapat ancaman dan sanksi pemecatan. Kasus lain
mengenai mantan anggota Kejaksaan Agung, Kito Irkhami yang berakhir
mendekamnya di LP Cipinang. Kito dituduh telah menggelapkan uang. Kasus
Kito terkait erat dengan keberanian dia memberikan kesaksian dengan
mengungkap kekayaan Jaksa Agung, M.A. Rachman yang kebetulan mendapat

sorotan publik atas perolehan kekayaan yang dianggap tidak wajar. Ada juga
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saksi dan pelapor mengalami nasib yang tidak menyenangkan karena justru di
adukan ke polisi dengan delik pencemaran nama baik atau digugat secara perdata
oleh pihak yang dilaporkan.'

Suksesnya suatu proses peradilan pidana bergantung pada alat bukti yang
berhasil diungkap atau ditemukan di dalam proses peradilan, terutama yang
berkenaan dengan saksi dan korban, tidak sedikit kasus yang pembuktiannya
sulit terungkap akibat tidak adanya saksi dan korban yang mendukung tugas
penegak hukum; misalnya kasus-kasus di atas banyak saksi maupun korban yang
mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau mendapatkan ancaman keselamatan
dari pihak yang dirugikan.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan dalam suatu proses
persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang
berbunyi:

Pasal 184
1. Alat bukti yang sah ialah

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dipertegas dengan pasal 185 KUHAP yang berbunyi:
1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

pengadilan
! www.balipost.co.id/Balipostcetak/fenomena Pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan

Korban di tulis oleh Hardianto/2006/5/5/f2 di akses tanggal 5/5/2006



2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

3. Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian
atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, schingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan
tertentu

5. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,
bukan merupakan keterangan saksi

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus denga
sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Perscsuaian antyara keterangan saksi satu dengan yang lain
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan

yang tertentu
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan
yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Kedudukan saksi dan keterangan saksi diposisikan diurutan pertama
dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang
pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Banyak sckali
kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh saksi
dan korban takut memberikan karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap
tindakan pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan
perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau

menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang



telah terjadi dan telah melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum?® karena
seorang saksi bukan tanpa resiko yang besar. Tidak jarang seorang saksi
meninggal dunia akibat dibunuh oleh orang yang tidak menghendakinya untuk
memberikan kesaksiannya di depan persidangan. Menyadari akan pentingnya
peranan seorang saksi dan korban untuk memberikan informasi yang valid dan
sedetail-detailnya, maka pemberian perlindungan kepada seorang saksi dan
korban mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah Indonesia.
Terbukti pada tahun 2006 yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan UU RI No.
3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pemerintah juga
membentuk lembaga khusus yang melindungi saksi dan korban lebih dikenal
dcngan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 1, menegaskan
bahwa; ’saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna
kcpentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia
alami sendiri”’

Saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

yang memadai, schingga ia tidak merasa terancam dan intimidasi baik hak

2 Afnil Guza, Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, h.

41, Penegak hukum adalah orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. di Indonesia. Aparatur
penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa,
hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula
pihak untuk yang bersangkutan dcngan tugasnya atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan
atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian
sanksi,

3 UU. RI Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, h. 12



maupun jiwanya. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 juga
menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:*

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
Rasa aman

Keadilan

Tidak diskriminatif

Kepastian hukum

ol o

Perlindungan saksi dan korban disini bertujuan memberikan rasa aman
kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses
peradilan, saksi dan korban tidak perlu takut lagi untuk melapor ataupun
memberikan keterangan.

Agama merupakan wadah yang tertinggi nilainya dalam usaha
memerangi kejahatan. Agama bertujuan untuk mencapai kebaikan penganutnya
dan secara otomatis harus melawan kejahatan. Dengan kesadaran tinggi terhadap
agama sescorang tidak akan berbuat kejahatan. Dalam sumber utama hukum
Islam, yakni al-Qur’an ditegaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat
memiliki peranan penting untuk mengungkapkan scbuah kebenaran. Bahkan
seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang
keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta.

Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 8:

4 Ibidh. 3
5 Departemen Agama R1., a/-Qur’an den Terjemahnya, h. 159
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Hai orang-orang yang beriman hendakiah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadsp sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Kesaksian itu fardu ’ain bagi orang yang memikulnya, bila dia dipanggil
untuk itu dan dikhawatirkan kebenarannya akan hilang, bahkan wajib apabila
dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.

Karena firman Allah swt.:®

[ RIRT- e s A AR < z0% .- L oent .
&faj\gﬁfﬂ‘fﬁm 2, ,xfoyupuufoﬁj{t,i’a:ﬁjr&ﬁ'g%

\...lnu,xw\...w\,[h‘.ﬂ .fp K x5 AKE Y, 4 o suf

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendakish ia bertakwa kcpada Allah Tuhannys; dan janganiah
kamu (para saksi) Menyembunyikan perssksian. dan Barang siapa yang
menyembunyikannys, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kegjakan. (QS. Al-Baqarah:
283)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab

disebutkan, seorang akan dihukum dengan apa yang terlihat dari orang tersebut:

¢ Ibid,h.71
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Dari Umar bin Khattab bahwa saya ‘Umar bin Khattab’, yaitu ia berkata
sesungguhnya beberapa orang di zaman Rasul saw dihukum dengan perantaraan
waliyu tetapi walyu sudah diputus dan kami akan mengbu[azm kamu sckarang
dengan apa yang terlihat bagi kami dan amal-amal kamu.

Kesaksian itu wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya
tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya,
hartanya ataupun keluarganya, karena apabila saksi itu mendapat kesulitan baik
berupa ancaman kepada keluarga, kehormatan, harta dan jiwanya maka saksi
tersebut akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
pengancam. Untuk menghindari hal tersebut dan demi untuk menegakkan
keadilan, maka saksi mendapatkan perlindungan. Di dalam Islam perlindungan
itu terbagi atas perlindungan terhadap akal, jiwa, kehormatan, harta dan agama.

Saksi scbagaimana manusia biasa dalam Islam mempunyai hak asasi yang
menurut Abu al-A’la al-Mawdudiy, hak-hak asasi seorang muslim adalah sebagai
berikut: hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap

kesucian wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan pokok, hak individu atas

7 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhariy, jilid IL, h. 176



kebebasan, hak atas keadilan, persamaan derajat umat manusia, hak untuk
kerjasama dan tidak bekerja sama.®

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Pasal
2 juga menjelaskan bahwa;

“Perlindungan terhadap saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam
memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana »9

Jaminan perlindungan ini dirasa sangat penting mengingat peranan saksi,
baik saksi penangkapan, saksi korban atau saksi lainnya, sangat besar dalam
memutuskan perkara, maka seharusnya perlindungan itu tidak saja berupa
perlindungan perkara. Maka scharusnya perlindungan itu tidak saja berupa
perlindungan secara fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan tindak
kekerasan, tetapi juga berupa jaminan kescjahteraan untuk saksi berupa jaminan
kehidupan. Perlindungan ini tidak saja diberikan sebelum kesaksian disampaikan,
tetapi juga sudah kesaksian disampaikan di muka persidangan, bahkan apabila
dianggap perlu untuk keselamatan saksi, maka dipindahkan ke suatu tempat yang
aman.

Merujuk pada pemaparan di atas, hal itulah yang menjadi landasan utama
penelitian untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam. Konsentrasi

peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mengenai “Perlindungan Saksi

8 Maulana Abu A’la al-Mawdudiy, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmagja, Hak-Hak
Asasi Manusia Dalam Islam, h. 12

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, h. 3



dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca
Perkara Diputuskan (Menurut Analisis UU No. 13 Tahun 2006 Tentang

perlindungan Saksi dan Korban dan Figih Siyasah)”.

B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam
latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan
adalah:
1. Bagaimana kewenangan LPSK menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 dalam
melindungi saksi dan korban?

2. Bagaimanakah kewenangan LPSK menurut figih siyasah?

C. Kajian Pustaka
Sejauh yang penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syariah belum ada yang
membahas tentang Perlindungan Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Perkara Diputuskan (Menurut Analisis UU
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Fiqih
Siyasah). Yang ada hanya pada alat analisis UU Nomor 13 Tahun 2006 di bidang

HAM. Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Shofwan,'® dengan judul “Kajian

9 Muhammad Shofwan, Kajian Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
dalam Pelanggaran HAM BERAT Menurut Undang-Undang RI Nomeor 13 Tahun 2006, Jurusan
Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008
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Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Pelanggaran HAM BERAT
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006”. Dalam
karyanya tersebut, Shofwan lebih menekankan pembahasan mengenai : Pertama,
perlindungan terhadap seorang saksi dalam pelanggaran HAM BERAT yang
diatur dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 (Pasal 6) menjelaskan
bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kedua kendati
mekanisme pemberian perlindungan terhadap seorang saksi dalam pelanggaran
HAM BERAT tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum Islam (al-Qur’an).
Dalam referensi lain yang menjadi pedoman penulis yaitu mengenai
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang ditulis oleh Abdul
Wahid, S.H., M.A dan Muhammad Irfan, S.H., M.Pd, menyimpulkan bahwa:
Tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum Islam
secara umum atau universal. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak
asasi manusia. Ketentuan normatifnya, jika ditegakkan dapat mencegah nafsu
buruk manusia. Manusia yang satu dapat tercegah untuk melakukan tindak
penganiayaan, kekerasan, dan kekejian pada manusia lainnya. Disamping itu juga
ada jaminan berikut: perlindungan agama, jiwa, akal, turunan dan harta Salah

satu perbedaan antara tujuan hukum Indonesia dengan pidana Islam adalah soal
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perlindungan hukum terhadap hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban
kejahatan.'!

Dalam penelitian kali ini lebih menekankan pada ruang lingkup dan
kewenangan LPSK dalam melindungi saksi dan korban pasca perkara belum
diputuskan baik secara moril dan materiil yang mana tertera dalam UU RI
Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban,
dan diatur dalam figh siyasah yang mana Islam sangat' memberikan apresiasi
kepada seorang saksi yang bersedia memberikan kesaksiannya dalam

mengungkap kebenaran.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah yang telah di
kemukakan di atas, antara lain:
1. Untuk mengetahui posisi kepentingan atau keutamaan LPSK di Indonesia
berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan LPSK menurut UU Nomor 13

Tahun 2006.

3. Untuk mengetahui kelembagaan dan kewenangan LPSK menurut figih

siyasah.

" Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadsp Korban Kekerasan Seksual
dalam Advokasi Hak Asasi Perempuan, 2001
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E. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa
manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis:
a. Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya khasanah
pengetahuan dan kepustakaan.
b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian dan kajian
berikutnya.
2. Secara Praktis: _
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman kepada
masyarakat untuk memberikan kesaksian, memberikan informasi bagi saksi
dan korban dalam mencari perlindungan dari Lembaga LPSK yang dibentuk

oleh Negara.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan
dijelaskan pengertian dari judul yang akan di bahas sebagai berikut:
1. Perlindungan : suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental,

kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror



. Saksi

. Korban
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dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas
pemeriksaan di sidang pengadilan,

sescorang yang mengetahui sesuatu melalui
penglihatan dan menyampaikan apa yang dia ketahui
khususnya dalam kasus pidana seperti kasus korupsi,
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
: seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental
dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu
tindak pidana. |
: lembaga yang bertugas dan berwenang untuk
memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada
saksi dan/atau korban sebagaimana di atur di Undang-
undang RI Nomor 13 Tahun 2006.
: Hukum yang mengatur tentang pengelolaan urusan
tata negara berdasarkan ajaran dan syariat Islam. Yang
bersumber dari al-Qur’an dan as-sunnah, serta

pendapat para mujtahid atau fugaha’.
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G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu

menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian ini

dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral/ lengkap, sehingga masalah yang

dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang

dimaksud adalah:

1. Data yang dikumpulkan

Data tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban menurut
Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006

Data mengenai hak-hak saksi dan korban

Data mengenai jaminan keselamatan bagi saksi dan korban

Data mengenai perlindungan saksi dan korban

Data mengenai kewenangan LPSK

Data tentang sumber hukum Islam (baik al-Qur’an, hadis maupun hasil
pemikiran atau ijtihad para ulama’) yang berkaitan dengan perlindungan

saksi dan korban menurut Figih Siyasah.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data

akan digali.'? Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama

12 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, h. 8
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yang digunakan adalah buku-buku / literatur yang berkaitan dengan judul
penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:
a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian.'

Sumber data primer yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian
ini adalah buku-buku yang membahas tentang perlindungan saksi dan
korban:

1) Al-Qur’an dan Al-Hadis

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

3) PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
Dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

4) KUHP dan KUHAP

5) Hukum acara peradilan Islam

6) Peradilan dalam Islam

7) Peradilan dan hukum acara Islam

13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h. 116
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b. Sumber data sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai
sumber data primer,'* antara lain;
1) Afnil Guza, Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada
Saksi dan Korban.
2) Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan
3) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata
4) Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia
5) R. Wiyono. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia
6) Chaerudin & Syarif Fadila, Korban Kejahatan dalam Perspektif
Victimologi dan Hukum Pidana Islam
3. Teknik pengumpulan data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian
kepustakaan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik
bibliografi yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini akan digali dari
bahan-bahan tertulis, baik dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan
skripsi ini. Dengan kata lain, data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan

dihimpun melalui telaah dan kajian pustaka (fext reading).

W wid
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4. Teknik pengelolaan data
Untuk mengelola data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan
metode pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing : yaitu pemeriksaan kembali data-data yang
diperoleh = dari segi  kelengkapannya,
kejelasannya, kesesuaian antara data yang
satu dengan yang lain guna relevansi dan
keseragaman.

b. Organizing : vyaitu menyusun data dan membuat
sistematika pemaparan yang digunakan untuk
mengisi kerangka pemikiran yang sedang
direncanakan.

c. Analyzing : yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap
hasil  pengorganisasian data  dengan
menggunakan kaidah, teori dan dalil yang
sesuai schingga diperoleh kesimpulan sebagai
pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik deskriptif analisis, dalam arti menguraikan masalah perlindungan

saksi dan korban oleh LPSK. Secara keseluruhan, mulai dengan hak-hak saksi
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dan korban, jaminan perlindungan yang dipakai oleh LPSK sampai
terbentuknya UU No. 13 Tahun 2006, yang disusun secara obyektif dan
sistematis. Schingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan
menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu masalah-masalah yang
bersifat umum tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-undang
No. 13 Tahun 2006, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban dalam figh siyasah.

H. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan,
maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I : merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi
pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan
mengenai perlindungan saksi dan korban dalam menurut figh
siyasah, yang meliputi: A. Pengertian saksi, klasifikasi saksi,
kewajiban dan hak saksi, pengertian korban, klasifikasi korban dan
kewajiban dan hak-hak korban menurut figh siyasah. B.

Perlindungan saksi dan korban figh siyasah meliputi: 1. Pengertian



Bab III

Bab IV
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perlindungan saksi menurut figh siyasah. 2. Pengertian perlindungan
korban menurut figh siyasah. 3. Ruang lingkup dan kewenangan
perlindungan saksi dan korban menurut figh siyasah. C.

Kelembagaan perlindungan saksi dan korban dalam Islam.

: merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai

lembaga perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: A. LPSK menurut Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: pengertian saksi, klasifikasi saksi,
kewajiban dan hak saksi, pengertian korban, klasifikasi korban dan
kewajiban dan hak-hak korban menurut Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006. B. Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: Pengertian perlindungan
saksi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Pengertian
perlindungan korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun
2006. C. Ruang lingkup perlindungan saksi dan korban menurut
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: sebelum perkara

diputuskan dan sesudah perkara diputuskan.

: merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan analisis

perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 dan figh siyasah, meliputi: A. Analisis terhadap lingkup
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dan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006,
B. Analisis terhadap kewenangan LPSK menurut figh siyasah.

: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Saksi dan Korban Menurut Figh Siyasah

1.

Pengertian Saksi

Kesaksian (554->) itu diambil dari kata s.slil) yang artinya melihat

dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu
memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya

ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan /afa2z aku

menyaksikan atau aku telah menyaksikan (-Lg.:-f 9 dgd).!

Dikatakan pula bahwa kesaksian berasal dari kata /[7an

(pemberitahuan) dalam al-Qur’an disebutkan:

S 5 h W A Y il B i sy vy ) v 4 A g

Artinya: “Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia
(yang berhak di sembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat
dan orang-orang yang berilmu (juga mcnyatakan yang demikian
itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak di sembah), yang
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran : 18)

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 14, h. 49

21
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] -’ [ LR [ %} . ’ -
AN B G DY a3 b, (S G 5 Bl 3l e 5L 331
Artinya: “Kesaksian adalah istilah .mengenai pemberitahuan seseorang yang

benar di depan pengadilan dengan ucapan persaksian uwntuk
menetapkan suatu hak terhadap orang lain” 2

cUadll Lo 53 il 5 Uy ol 53

Artinya: “Pemberitahuan yang benar dengan menetapkan suatu hak dengan .

ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan”’

Dari. beberapa definisi tentang .kesaksian di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa:

a. Kata saksi dalam bahasa Arab adalah Jall atau J.¢s
b. aalt)l yaitu orang yang mengetahui dan - menerangkan apa yang
diketahuinya. Kata jamahya adalahales! atau 2,¢2. Kata A¢> jamahya

adalah ¢\\g> masdamya adalah s>\g2)! yang artinya adalah kabar yang
pasti.4
Menurut al-Jauhari, .kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah
artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan

sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa

2 Abd. Rahman Umar, Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, h. 35-36
3 jvid, h. 36
4 bid, h. 35
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kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang
dilihat dan didengarnya.’

Bayyinah dalam istilah fugaha’ sama dengan syahadah (kesaksian),
tetapi Ibn Al-Qayyim memaknai bayyinah dengan scgala apa yang dapat
menjclaskan perkara. Sedangkan syahadah ialah mengemukakan syahadah
(kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain.’

Sedangkan saksi dalam bahasa hukum adalah orang yang
menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberi penjelasan di dalam
sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang dapat memberikan
keterangan tentang scgala.sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri
untuk kepentingan pcnyidikan, pcnuntutan dan peradilan mengenai suatu
perkara.’

Saksi - adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.®

Sedangkan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dapat di
berikan pengertian, Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

$ Syekh A. Kamil M. Uwaidah, Figih Wanita, h. 603

¢ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 139
7 Sudarsono, Kamus Hukum, h. 415

8 Andi Hamzah dan Irdan Dehlan, KUHAP dan Penjelasannys, b. 8
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yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari

perbuatannya itu.?

. Klasifikasi Saksi

Kesaksian dalam hukum acara Islam dikenal dengan istilah, asy-
syahadah dan bayyinah yang artinya:

Syahadah adalah kesaksian yang dapat menetapkan hak atas diri
orang lain atau hak tergugat.

Materi keterangan dari syahadah sebagai berikut:
a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti
b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian

langsung

c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.'®

Scdangkan bayyinah adalah kesaksian yang dapat memperkuat hak
milik penggugat atau hak atas diri sendiri dengan segala apa yang dapat
menjelaskan suatu petkara.'’

Bayyinah | hujjah (bukti-bukti) yang diperlukan atau terpokok dalam

gugat menggugat ada 3 macam yaitu:

? Ibid,h. 18-19 ) ,
10 Asadullah AL-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 45
" Ibid, h.136
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a. lkrar atau pengakuan
Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang
memberi pengakuan dalam keadaan berakal, balig, tidak dipaksa dan
bukan orang yang dibawah pengampunan (curafele). Oleh karenanya,
pengakuan orang—orang yang dipaksa, amak kecil, orang gila dan
sebagainya, tidak dianggap sah kesaksiannya.
b. Syahadah atau kesaksian
Para fuqaha’ telah menerangkan syarat-syarat yang wajib
sempurna pada kesaksian supaya kesaksian itu harus diterima dan mesti
digunakan. Tentang hukum berbeda kesaksian dari gugatan, tentang
perbedaan para saksi satu sama lain, hukum mencabut kesaksian,
menyuruh saksi bersumpah dan hal-hal yang diterima kesaksiannya
dengan cara mendengar. Demikian pula hukum bertentangan antara satu
saksi yang diajukan oleh dua orang penggugat yang masing-masingnya
mengemukakan saksi.
¢. Sumpah
Telah dijelaskan bahwa alasan—alasan yang diterima oleh syara’
ialah ikrar, kesaksian, dan sumpah. Apabila seseorang digugat, dan
menolak gugatan tersebut dan si penggugat puh tidak sanggup

mengajukan saksi, maka dalam hal ini si penggugat boleh menyuruh si
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tergugat tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada si

penggugat.
e 3 B, g,;‘:\‘.J'; P

Artinya: “Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa sedangkan sumpab itu
wajib bagi yang didakwd’. (HR At-Tirmizi)'

Dan oleh penulis sudah dijelaskan di bab sebelumnya secara panjang
lebar, dan jelas mengenai pengertian saksi.

Dinyatakan oleh pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud keterangan
saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.

Melihat dari keterangan diatas unsur penting keterangan saksi yakni:
a. Keterangan dari orang
b. Mengenai suatu peristiwa pidana
c. Yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri

Hal yang berkaitan dengan “orang yang dapat memberikan
keterangan”, atau saksi yang bisa didengar kesaksiannya. Menyimak klausula
ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberi

keterangan sebagai saksi atau saksi yang tidak bisa didengar kesaksiannya.

2 Imam Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Jilid 111, h. 68
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Saksi yang bisa di dengar kesaksiannya adalah saksi yang benar-benar
mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa pidana tersebut. Saksi
mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami
sendiri terhadap apa yang disaksikannya (ratio sciendi, ‘ain al-yaqin), bukan
berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke
pendengaran. Lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau
memberikan penilaiannya sendiri (ratio concludendi).”’ Adapun syarat-syarat
saksi yang bisa di dengar keterangannya adalah:

a. Mukallaf, yaitu sudah balig, maka tidaklah sah atau diterima saksi anak
kecil, karena belum berakal.
b. Beragama Islam, kesaksian untuk membela yang hak, orang kafir yang
hendak membela hak orang Islam sebagai saksi dapat pula diterima.
Adapun jika dalam keadaan darurat dan diperlukan, maka boleh
kesaksian orang kafir terhadap muslim dan diantaranya yaitu kesaksian
tentang wasiat dalam bepergian, dalam hal ini Allah berfirman:
PN e (TS B L 0T

Artinya: “Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu
dalam perjalanan di muka bumi”.

** Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agams, h. 167
“ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Figih Madzhab Syafi’i b. 623
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Maksud dari ayat tersebut adalah Ibnu Abbas berkata:
dibolehkannya disini adalah dalam keadaan darurat karena dalam
bepergian yang tidak didapatkan saksi dari orang Islam."

c. Merdeka, tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba. Hal ini
karena saksi adalah orang yang diserahi tanggung jawab, sedang budak
tidak dapat bertanggung jawab sama sckali karena masih di bawah
perintah tuannya.

d. Mempunyai sifat iffah, artinya orang yang pandai menjaga kehormatan
diri menurut martabat dan kedudukan. Orang-orang yang tidak pandai
menjaga kehormatan diri, maka tidak sah dijadikan saksi karena tidak
tahu malu.'®

e. Adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam dan harus
dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan
keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mercka.!’
Karena Allah berfirman:

i st 200 L8 JUE (555 1 il
Artinya: ”dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena
Allal”: (QS. At-Talaq: 2)'®

!5 Muhammad Salam Madkur, Peradifan Dalam Islam, h, 109
16 tonu Mas®ud, Figih Mazhab Syafi’i h. 623

17 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 14, h. 54

18 Departemen Agama R1., a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 945
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Oleh sebab itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang

yang terkenal dengan berdusta atau keburukan dan kerusakan akhlaknya.

f. Dapat berbicara: sudah tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila
dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima,
sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat
dipahami, kecuali bila dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan.
Demikian pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari
mazhab Asy-Syafi’i.2’

g. Jangan ada fuhmah terhadap dirinya, artinya ada prasangka yang tidak
baik terhadap orang yang menjadi saksi, misalnya saja, ia akan diberi
uang kalau mau jadi saksi. Orang-orang yang demikian mungkin menjadi
saksi dusta karcna yang terlihat olehnya ialah keuntungan kepada dirinya,
bukan kebenaran yang harus ditegakkan !

h. Jatiganlah saksi itu orang yang bermusuhan dengan tergugat®

Hadis Rasulullah Saw menyatakan:

19 Berkata Abu Hanifah: keadilan itu cukup dilihat dari keislamannya secara zahir dan tidak
diketahui darinya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Yang demikian ini adalah dalam
hal harta benda dan bukan dalam hal hudud. Abu.Hanifah memperbolehkan kesaksian orang-orang
fasik dalam hal pernikshan. Dia berpcudapat bahwa pernikehan itu dapat dilaksanakan dengan
kesaksian 2 orang fasik. Scbagian orang-orang Maliki mempcerbolehkan peradilan dengan kesaksian
orang-orang yang tidak adil, karena darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenla
keadilannga dalam urusan-urusan kecil.

Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 14, h. 58
2! Ibnu Mas'ud, Figih Mazhab Syafi’l, h. 624
2 bid, h. 624
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Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah SAW telah
bersabda: Sesungguhnya tidak boleh dijadikan saksi orang

yang khianat, laki-laki atau perempuan dan tidak boleh orang

yang dengki jadi saksi atas saudaranya. Dan tidak boleh pula

orang yang diam dalam satu rumah tangga; bagi orang yang
serumah dengan dia”. (HR. Abu Dawud)

Pada dasarnya sctiap orang dapat bertindak sebagai saksi. Namun ada
segolongan orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum. Golongan
orang yang dianggap tidak mampu menurut hukum terdiri dari 2 macam, ada
yang bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi. Mereka yang dianggap tidak
mampu secara mutlak adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda
menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.”

Sedangkan yang dianggap tidak mampu secara nisbi (relatif) adalah
anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dan orang gila, meskipun
kadang-kadang ingatannya terang atau schat. Dalam hal ini mereka bolch
didetnigar keteranigannya akan tetapi tidak sebagai saksi melainkan hanya
sebagai penjelas.?*

Menurut Ibnu Qayyim, menyebutkan beberapa orang yang tidak boleh

menjadi saksi untuk orang tertentu, yaitu:*

B (}en;a]a Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h, 144
2 Jbid, h. 144
B Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 53
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a. Kesaksian seorang tuan untuk budaknya atau sebaliknya
b. Kesaksian orang tua untuk anaknya, atau sebaliknya

c. Kesaksian seorang musuh untuk musuhnya

d. Kesaksian orang yang sakit parah terhadap ahli warisnya

Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran

bersifat de auditu / mu’an’an tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi
dapat di dengar olch hakim sebagai bahan permulaan. Pendapat yang lama
menyatakan, bahwa kesaksian semacam ini tidak ada harganya sama sekali.
Memang sebagai kesaksian ketcrangan dari pendengar tidak mempunyai nilai
pembuktian sama sckali. Akan tctapi keterangan yang demikian itu dapat
dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau melengkapi saksi-saksi yang
bisa dipercayai. Berdasarkan hal itu, pendapat bahwa saksi de auditu sama
sekali tidak berarti adalah kcliru. Kesaksian de audituv dapat dipergunakan
scbagai sumber persangkaan.?®
. Kewajiban dan hak-hak saksi

Untuk mengungkap kasus khususnya dalam kasus pidana dibutuhkan
keterlibatan scorang saksi dalam upaya memberikan informasi dengan
peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tanpa adanya scorang saksi,

pengungkapan kasus-kasus pidana tidak akan dapat tuntas secara maksimal.

2 Retnowulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, h. 74
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Oleh karena itu, keberadasn seorang saksi dalam persidangan untuk
memberikan keterangan mengenai kasus-kasus pidana memiliki peranan yang
sangat besar. Terkait dengan peranan saksi itu, secara otomatis menyangkut
kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang saksi dan hak-hak yang mesti
didapatkan oleh scorang saksi. Dalam sumber hukum Islam (al-Qur’an),
secara tegas dijelaskan bahwa kewajiban seorang saksi adalah memberikan
keterangan (informasi) yang adil (jujur) di persidangan, meski terhadap diri
sendiri, ibu bapak atau kerabat dekat. Sebagai firman Allah SWT dalam surat

an-Nisa’ ayat 135:

S A frﬁ.N'fub,J, ;nmuuws,.s,;sﬁrwm@‘fu
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”.%’

Firman Allah SWT di atas mencgaskan bahwa Islam merupakan
agama yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan, tanpa memihak siapa
pun, sekali terhadap dirl sendiri. Keadilan menurut Islam barus ditegakkan
semata-mata hanya karena Allah SWT. Karena hanya Allah-lah yang benar-
benar mengetahui kemaslahatan maupun mudaratnya dari penegak keadilan
tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah SWT juga berfirman bahwa
hanya Dia-lah semata yang menjadi acuan untuk menegakkan keadilan,

karena Dia sangat menyukai keadilan,

5 Departemen Agama Rl., a/-Qur’an dan Terjemahan, h. 144
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Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia
(yang berhak disembah)”. (QS. Ali-Imran : 18)

Bahkan kebencian kepada suatu kaum (suatu kelompok) pun tidak
diperkenankan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai alasan pembenaran
bagi seseorang dalam membuat kesaksian palsu (berlaku tidak adil / jujur).
Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kabar gembira bahwa bagi hamba-
Nya yang berlaku adil, maka ia termasuk orang-orang yang bertaqwa.
Sebagaimand firman-Nyd dalam surat al-Maidah ayat 8:

|,L.,vfulpr,. ol o5 Yy il 2133 ) Enel53 1,581,507 2 G

008 4 e alh Oy 1,3 (3 o3 A

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang
yang selalu mencgakkan (kcbenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah; kerena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.2®

Terkait dengan saksi yang adil (jujur) dalam memberikan kesaksian di
persidangan, dalam kitab “Fathul Qarib” yang di kutip olch Said Agiel Siradj

dijelaskan 5 syarat yang mendasari sifat adil tersebut, antara lain:

2 1bid, b. 159
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1) Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang
yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti
melakukan zina dan membunuh orang dengan jalan yang tidak
semestinya.

2) Orang yang adil itu tidak selalu sedikit-sedikit melakukan dosa kecil,
maka persaksian orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil adalah
tidak diterima

3) Orang yang adil itu sclama j’7igadnya (kepercayaannya). Maka tidak
dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid’ah yang menjadi kufur
atau fasik dengan perbuatan bid’alnya.

4) Orang yang adil itu tidak boleh emosional, maka tidak dapat diterima
persaksian orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya

5) Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya .2

Sebaliknya, Islam sangat mengecam orang yang berbuat tidak adil

(jujur) atau membuat kesaksian palsu di persidangan dengan pertimbangan

apapun, scbagaimana firman-Nya:

G Gy U)o i a7 w0 0 ) of e L85 255

Artinya: “dan Barang siapa yang mengerjakan kcsalahan atau dosa, kemudian

dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, Maka

Sesmgguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang
nyata”. (QS. An-Nisa’ : 112)*

»  Said Agiel Siradj, Hak Atas Keadilan Dalam Wacana Islam, h.264
¥ Departemen Agama Rl., A/ Qur;an dan Terjemahaya, h. 140
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Bahkan Allah SWT sengaja menurunkan kitab suci Al-Qur’an
disamping untuk menyampaikan risalah kebenaran juga ditujukan untuk
pedoman dalam menegakkan keadilan antar sesama manusia, sebagaimana
firman-Nya:

Ve sl 285 7 A B0 G 0 5 2808 S5t sl il
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu; dan janganlah

kamu menjadi pcnantang (orang yang tidak bersalah), karena
(membela) orang-orang yang khianat”. (QS. An-Nisa’ : 105)*’

Beberapa ayat al-Qur'an di atas menerangkan bahwa Allah SWT

sangat tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat tidak adil (jujur) dalam

memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat tidak adil bukanlah sebagai
akibat, akan tetapi merupakan sebab dari perbuatan tersebut.*

Disamping seorang saksi memiliki kewajiban, pemberian hak-hak
seorang saksi merupakan cerminan keadilan terhadap dirinya setelah ia
menunaikan kewajibannya dalam hal memberikan informasi yang adil (jujur)
di persidangan. Dalam sumber hukum Islam (al-Qur’an) juga dijelaskan

bahwa hendaknya seorang saksi memperoleh haknya untuk tidak

2 bidh.139 .
% Majid Fakhry, Efika Dalam Islam, b. 5
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mendapatkan kesulitan dalam rangka menunaikan kewajibannya sebagai
firman-Nya:
g ) S5 500 Y

Artinya: “dan janganlah ?enul.is dan saksi saling sulit menyulitkan”. (QS. Al-
Bagarah : 282)°

Kendati firman Allah SWT di atas terkait dengan urusan utang
piutang (muamalah). Namun dapat dikaitkan pula dengan hak yang mesti
didapatkan oleh scorang saksi terkait dengan masalah yang lain. Dalam
konteks hak seorang saksi terkait dengan kasus-kasus pidana khususnya
kasus korupsi dan lain-lain, maka seorang saksi memerlukan perlindungan
atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya. Serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah
diberikannya. Islampun sangat menghargai nyawa seseorang yang tengah
berstatus sebagai saksi, orang biasa pun sangat dihormati nyawa dan
hartanya dalam Islam. Apalagi seorang saksi, yang dimungkinkan mengalami
berbagai ancaman, baik berupa teror maupun aksi pembunuhan di orang-
orang atau kelompok tertentu yang tidak menghendakinya memberikan
kesaksian di persidangan, tentu Islam sangat mengharapkan orang yang

melakukan pembunuhan terhadap seorang saksi tersebut.

% Departemen Agama RL., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71
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4. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai
akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri
atau orang lain yang bertcntangan dengan kepentingan dan hak asasi yang
menderita. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau
orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau
juga badan hukum.*

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara
individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik
atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-
haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan
kekuasaan.”

5. Klasifikasi Korban

Syari’at Islam memisahkan macam-macam korban menjadi 2 macam,
yaitu korban biasa atau jarimah ‘adiyyah (is > %>\) dan korban politik atau
jarima politik (jarima pemberontakan). Pemisahan itu didasarkan atas

kemaslahatan keamanan dan ketertiban masyarakat. ‘Meskipun corak

keduanya tidak betbeda, baik mengenai macam maupun cara

* Didik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, h. 27
33 Muladi, HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana, h. 108
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memperbuatnya, akan tetapi perbedaan antara keduanya terletak pada motif
(faktor pembangkitnya).>¢

Jarimah biasa atau korban biasa dibagi dalam beberapa kategori
diantaranya : zina, gazf (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-
minuman keras dan lain-lain.

Jarimah politik atau korban politik terdapat dalam kcadaan luar biasa,
tegasnya dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara. Kalau terjadi
peperangan antara sebagian rakyat dengan negara (pemerintah), atau apabila
sebagian rakyat memberontak kepada negara baru terdapat jarimah politik,
asal memberontak tersebut terdapat syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat jarimah politik dikalangan fugaha® disebut al-bagu

() dan pembuat-pembuatannya disebut al-bugat (<\a), atau el LU

(al-fi-atul bagiyah). Yang dimaksud a/-Bsgu adalah orang-orang muslim yang
menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya
atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki
pemimpin.3 7

Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan yang

memberontak untuk dapat disebut sebagai bugar ada 3 macam, yaitu:

»> Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidans Islam, b. 15
¥ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, h. 122



39

a. Tujuan, yakni: harus mempunyai tujuan tertentu, misalnya: hendak
mencopot kepala negara atau badan eksekutif (pemerintahan) atau tidak
hendak tunduk kepadanya.

b. Alasan, yakni: pembuat jarimah politik harus mempunyai alasan (fakwil)
yaitu: mengemukakan alasan pemberontakannya serta dalil-dalil
kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu lemah. Seperti alasan
golongan yang memberontak terhadap khalifah Ali ra dengan mengatakan
bahwa ia scbenamya mengetahui pembunuhan khalifah Ustman ra dan ia
tidak mau bertindak, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.

c. Suasana pemberontakan dan perang®®

Hukuman jarimah politik dapat berbeda-beda, menurut perbedaan
keadaan dimana jarimah itu terjadi, jarimah-jarimah yang dilakukan
sebclum pemberontakan dan peperangan atau sesudahnya dikenakan
hukuman biasa, karena digolongkan pada jarimah biasa.

6. Kewajiban dan hak-hak korban
Korban tidak diberi kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam
proses penyidikan dan persidangan schingga ia kehilangan kesempatan untuk
memperjuatigkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu

kejahatan.

% Ahmad Hanafi, Azas — Azas Hukum, h. 18
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Korban juga adalah manusia yang mempunyai hak yang secara hukum
dilindungi dan dihargai sampai pada makhluk yang dianggap sebagai hak-hak
dasar maniusia. Adapun hak-hak dasar manusia adalah:*

a. Hak hidup dan hak milik
Hak paling utama bagi manusia adalah hak untuk hidup dan
mempunyai hak atas apa yang dimilikinya. Kedua hak ini dijamin oleh
Nabi, dalam khotbahnya dihadapan masyarakat pada peristiwa “Haji

Wada®”, beliau bersabda:
“Darah dan hak milikmu merupakan hal yang amat suci hingga kamu
bertemu dengan Tuhan, sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah

suci.....ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Yang boleh
diambil adalah apa yang diberikan-Nya kepada kamu dengan sukarela”.*’

Dalam al-Qur’an pada surat 5 ayat 32 yang artinya:
“Barang siapa membunuh sescorang manusia (tanpa alasan pantas) tanpa

direncanakan, atau bukan karena melakukan perusakan di muka bumi,
maka scakan-akan ia dipandang telah membunuh manusia seluruhnya”.*'

Dalam semua ayat al-Qur’an dan hadis ini kata “jiwa (zafs)”
dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak
boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau

agama tertentu. Perintah itu berlaku terhadap semua umat manusia.

* Harun Nasution, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, h. 61
“ Ibid, b. 65
*! Departemen Agama RL, a/-Qur’an dan Terjemahnys, h. 164
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b. Hak atas kesclamatan hidup*?
Sesudah ayat dalam al-Qur’an yang telah dikemukakan di atas
sechubungan dengan hak-hak untuk hidup, Allah mengatakan:
”Dan barang siapa menyelamatkan hidup séorang manusia maka dengan

perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat
manusia” (5 : 32)

c. Penghormatan terhadap kesucian kaum wanita
d. 'Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok
e. Hak individu atas kebebasan
f. Hak atas keadilan®
g. Kesamaan derajat manusia
Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak
diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras atau kebangsaan,
melainkan menjadikannya realitas yang penting. Al-Qur’an menegaskan
dalam surat al-Fath ayat 13 yang berbunyi:
G o S0 01 85 0,255 by L o7

Artinya: “dan Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya Maka Sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang

yang kafir neraka yang bernyala-nyala”.**

Menurut Islam, Allah memberikan kepada manusia hak persamaan

ini sebagai hak asasi. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat

2 Abu A'la Mawdudi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, h. 14
 Ibid h. 18
“ Departemen Agama R1., &/-Qur’an dan Terjemahnys, h. 838
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dikenai diskrintinasi atas dasar warna kulit, tempat kelahiran, ras ataupun
bangsa.

h. Hak untuk kerja sama dan tidak beketja sama

B. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Figih Siyasah

1.

Perlindungan Terhadap Saksi

Tujuan umum syari’ (pembuat hukum) dalam pembentukan hukum
Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin
kebutuhan pokoknya (daruriyyah) dan memenuhi kebutuhan sekunder
(hajiyyah) serta kebutuhan perlengkapan (fabsluiyyah). Dan melenyapkan
bahaya dari mereka, maka apabila daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah
mercka telah terpenuhi berarti telah terealisasikan kemaslahatan mereka,*

Adapun hal yang bersifat daruriy adalah sesuatu yang menjadi pokok
kebutuhan kehidupan manusia. Dan wajib adanya untuk menegakkan
kemaslahatan bagi manusia itu (primer), apabila tanpa adanya sesuatu itu
tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan
kerusakan bagi mercka. Hal-hal yang bersifat primer bagi manusia

berpangkal pada memelihara 5 perkara, yaitu:

“ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, h. 329
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Al-Muhafazah ala al-din (memelihara agama)

Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama,
manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab
beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu
agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya
intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi
kebebasan beragama. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256:

;,.J‘.\ e A 5 u,:ut & IS1Y
Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat”.

. Al-Muhafaza ala an-Nafs (memelihara jiwa)

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk
tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini menuntut adanya
keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), pckerjaan,
hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan
pembunuhan.*

. Al-Muhafazah ala al-agl (memelihara akal)

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan

mimbar, kebebasin mengeluarkan opini, melakukan penclitian dan

berbagai aktivitas ilmiah, dalam hal ini Islam melarang adanya perusakan

6 Abdul Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, h. 104



akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan
lain-lain.*’
d. Al-Muhafazah ala al-‘ird (memelihara kehormatan)

Untuk memelihara kehormatan Islam mensyariatkan hukuman
dera 100 kali bagi lelaku dan perempuan yang berzina dan hukuman dera
80 kali bagi penuduh zina.

e. Al-Muhafazah ala al-mal (memelihara harta)

Dimaksud sebagai jaminan atas pemilikan harta benda properti
dan lain-lain dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta
orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, merampok dan lain-lain.*®

Seperti yang telah discbutkan di atas, bahwa memelihara agama, jiwa,
akal, kehormatan dan harta merupakan hal-hal yang diharuskan bagi manusia,
karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Islam telah mensyariatkan bagi
masing lima perkara itu hukum yang menjamin realisasinya dan
pemeliharaannya.

Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan terhadap saksi
yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang menyangkut jiwa,

kehormatan serta harta saksi.

a g
Ibid )
¢ Abdul Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadsp Korban Kekerasan Seksual, h. 104
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a. Perlindungan terhadap jiwa
Adapun hak-hak dan hukum-hukum bagi anak Adam yang
menyangkut masalah jiwa disebutkan dalam al-Qur’an surat al-An’am
ayat 151:
W5 Y, LL..»;U,,m,n,, K ﬁ\,’ffi...*‘ NI oA T

S o or -0 /r'. s - z’,. ‘r._‘ s o - 0“:‘0¢ 7 .ui®, ® 0‘/ 1]
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Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas
kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu
bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena
takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-
perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (mcmbunuhnya) melainkan dengan sesuatu
(sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan
kepadamu supaya kamu memahami (nya)”.

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An’am ini
adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya
akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak.
Karena itu disini Allah scgera memberi jaminan kepada sang ayah dengan
menyatakan bahwa: Kami akan memberi rizki kepada kamu, baru
kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rizki untuk anak yang

dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu dan kepada mereka yakni



anak-anak mereka. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata

khasya yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah

menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan
bahwa Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka, yakni anak-
anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup aken mengalami
kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu, barulah disusulkan
jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “dan juga kepada
kamu”. 4

Menurut Abul A’la al-Mawdudiy, hak asasi yang paling utama

adalah hak untuk hidup. Al-Qur’an menegaskan sebagai berikut:

b 81 & 05 G222

-

Artinya: "Dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya’. (QS Al-Maidah: 32)

Begitu besar penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia dalam
hal perlindungan terhadap jiwa. Allah SWT sampai mengingatkan bahwa
menghabisi jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat.
Dan memelihara jiwa seseorang bagaikan memelihara kehidupan manusia

seluruhnya.

4 M. Quraish Shihab, Tafir al-Misbah, h. 333-334
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b. Perlindungan terhadap harta
Islam menghargai kepemilikan seseorang terhadap hartanya,
karena dengan harta tersebut seseorang dapat melakukan ibadah yaita
dengan mengeluarkan hartanya berupa sedekah, zakat atau ibadah-ibadah
lain yang berhubungan dengan harta. Islam mengancam terhadap
penipuan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, merusak
harta orang lain dan melarang orang yang kurang akal, pelupa dan anak
kecil untuk mengelola hartanya sendiri, dan untuk menolak bahaya pada
harta. Islam mengharamkan riba, karena harta yang baik adalah harta
yang diperoleh dari jalan yang halal dan digunakan menurut tempatnya.
Dikatakan pula oleh al-Manqury dalam menerangkan hadis
tersebut. Harta i_tu tidak akan tercela dengan senditinya, maka
sesungguhnya harta di dunia itu ialah ladang di akhirat. Barang siapa
mengambil harta dunia itu dengan memelihara hukum syariat, maka
Allah akan membeti pertolongan di akhiratnya. Untuk itulah diharamkan
adanya riba karena akibat yang ditimbulkan oleh riba sangat besar, baik
bagi si penerima atau si pemberi.
¢. Perlindungan terhadap kehormatan
Islam menjunjung tinggi kehormatan atau harga diri seseorang

tanpa membedakan laki-laki atau wanita.
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Sedangkan perbuatan yang berhubungan dengan perlindungan
tethadap kehormatan adalah berzina dan gazef (menuduh berzina). Salah
satu hak asasi manusia yang dibetikan oleh Islam adalah bahwa kesucian
seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat baik apabila ia
sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan
dalam hutan belantraa atau di sebuah kota yang ditaklukkan, baik ia
seagama dengan kita atau penganut agama lain atau sama sekali ia tidak
beragama.

Qazaf adalah menuduh wanita muslimah yang baik-baik berbuat
zina. Perbuatan ini termasuk mencemarkan nama baik dan juga fitnah,
maka gazif pun di hukum dera jika tidak bisa mendatangkan 4 orang
saksi. Dalam al-Qur’an disebutkan:

Wie A PR PE e S wk W aies f:al:’.:e;..ﬁ\ :’)}:;Eﬁ:ﬁ‘}

e
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Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, Maka dcralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat

sclama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.
(QS. An-Nir : 4)

Menuduh berzina merupakan perbuatan yang buruk sekali
pengaruh atau efeknya bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan

kehormatan dan tercela diri, keluarga dan turunannya. Itu sebabnya Islam
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menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya
tuduhan berzina, sehingga tidak mudah untuk menuduh berzina,*®
2. Petlindungan korban
Islam datang dengan semangat keadilan dan persamaan, maka Islam
akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberi
hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
Syechul Hadi Pumomo memaparkan, secara kualitatif tujuan hukum

Islam adalah selaras dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu:

“Rahmatan lil ‘Alamin’, untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta.

Rahmat itu dapat dijabarkan menjadi 2 faset antara lain:*’

a. Tahzibu al-fara (mendidik dan memperbaiki individu), untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia.

b. Igamatu al-adil i al-jama’ah (menegakluruskan keadilan di tengah-
tengah masyarakat)

c. Tahgiqu al-masalih (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan),
kemaslahatan-kemaslahatan adalah ja/bu/ manafi’ (menciptakan manfaat-
manfaat), dan dar’ul mafasid (menanggulangi kerusakan-kerusakan).

Islam diturunkan untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat

berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial dan mencegah

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 9, h. 113
3! Abdul Wahid, Korban Kekerasan Seksual, h. 88
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berbagai bahaya seperti tindak pidana pembunuhan dan tindak kejahatan
yang lainnya.

Dalam ajaran Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang
sangat tinggi. Bahkan al-Qur'’an menjamin adanya hak pemuliaan dan

pengutamaan manusia.

fadilah, apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil ’‘alamin, dimana
kemaslahatan / kescjahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh
Islam di atas disebut a/-khams atau lima prinsip dasar agama, yaitu:>>

Pertama, hifzud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam
untuk memelihara agama dan keyakinannya (a/-din). Sementara itu Islam
juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat
lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan
larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

Kedua, hifzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia,
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut
adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan)
pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan

kesewenang-wenangan.

32 Ibid h. 104
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Ketiga, hiful-agl yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan
berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan
penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang
terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan
terlarang, minuman keras dan lain-lain.

Keompat, hifzun-nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan
privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa
depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Kelima, hifun-mal yiitu dimaksudkan sebagai jaminan atas
pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan
mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan
lain-lain.

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan
pidana [slam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan
pidana-pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia.
Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, contohnya manusia
dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik
lainnya kepada sesama manusia. Begitu besar penghargaan-nya terhadap hak
asasi manusia, seperti dalam hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah
SWT sampai mengingatkan bahwa menghabisi jiwa seseorang bagaikan

mengakhiri kehidupan masyarakat, dan memelihara jiwa seseorang scakan-
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akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 32:
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Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan Dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Pan Barang siapa yang memelibara
kehidupan seorang manusia, Maka scolah-olah Dia tclah
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah
datang kcpada mercka Rasul-rasul Kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam
berbuat kerusakan di muka bumi.>

Prinsip kemanusiaan juga menjadi basis dari relasi sosial dalam

kehidupan manusia. Itu scbabnya seseorang tidak boleh berbuat jahat

membantu sama lain, yang kuat memberi perlindungan kepada yang lemah.
Seharusnya pihak aparat pemcrintah memberikan perlindungan penuh kepada
korban tindak kejahatan apapun, misalnya saja tindak kejahatan

pembunuhan, pencurian, korupsi dan lain-lain.

% Departemen Agama R1., a/-Qur’an dan Terjemahnys, h. 164
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3. Ruang lingkup dan perlindungan saksi dan korban
Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan
melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan
sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi
tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Dalam al-Qur’an
yang jika kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka akan mengerjakan
shalat, menunaikan zakat, mendorong berbuat kebajikan dan melarang
berbuat kemungkaran. Namun di tangan Allah jaulah akibat semiua urusan.
Berdasarkan al-Qur’an pada surat 4 ayat 59 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang yang memegang kekuasaan dari kalanganmu. Kalau kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul,

jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian
itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”>*

Hikmah dari perintah di atas adalah bahwa haruslah ada suatu
lembaga yang akan berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang
harus selalu tetap berpedoman kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Adapun
lembaga-lembaga tersebut adalah:

a. Lembaga legislatif (majelis tagnin)

disebut sebagai “lembaga penengah dan pemberi fatwa (ah/ al-hall wa al-

34 Departemen Agama RI. A/-Qur’an dan Terjemahan. h, 128
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‘agd)”. Cukup jelas bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar
kedaulatan de jure Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak
belakang dengan al-Qur’an dan as-Sunniah.*

Lembaga legislatif dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah
fungsi diantaranya adalah:

1) Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah
SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya,
maka legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam
susutian dan bentuk pasal demi pasal, serta menciptakan peraturan-
peraturan dan UU untuk mengundangkannya

2) Jika pedoman-pedoman al-Qur’an dan as-Sunnah mempunyai
kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang
berhak memutuskan penafSiran mana yang harus ditempatkan dalam
UuD

3) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah,
fungsi lembaga legislatif adalah untuk menegakkan hukum-hukum
yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu
menjaga jiwa hukum Islam

4) Jika dalam masalah apapun al-Qur'an dan as-Sunnah tidak

memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, maka kita harus

%3 Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, h. 245
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mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan
legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik.*®

Adapun tugas dari lembaga legislatif adalah membuat undang-
undang. Ruang lingkup perlindungan saksi dan korban masuk ke dalam
lembaga legislatif yang membuat undang-undang tersendiri untuk saksi
dan korban untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari aparat
penegak hukum.

b. Lembaga eksekutif (majelis tanfiz)’’

Tujuan dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan
pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Qur’an ada as-
Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan
menganut pedoman-pedoman ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Zul Amir adalah sebagai kepala dalam majelis fanfiz (lembaga
eksekutif). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Amir itu harus
mempunyai kekuasaan yang luas dalam majelis ini. Kepala majelis tanfiz
ini diberi kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum,
akan tetapi dalam hal \n'usan administrasi negara kepala majelis tanfiz
tidak diperkenankan umtuk ikut terlibat di dalamnya, karena kepala

majelis tanfiz wewenangnya hanya sebatas kepala majelis saja.

o Ibidh.248 o -
5 http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-Islam
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Sebagai rakyat tentunya apapun keputusan Amir harus dipatuhi,
hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadis, kaum muslimin diperintahkan
untuk menaatinya dengan syarat bahwa fanfiz (eksekutif) ini menaati
Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran alias tidak
melakukan maksiat.

c. Lembaga Yudikatif (Majelis Qada)®®

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang eksis untuk menjamin
ketentraman masyarakat. Ia adalah tempat untuk merespon kebutuhan
kepada pengusutan perkara semisal pelanggaran terhadap hak
masyarakat. Ia adalah institusi yang berwenang tﬁembela dan melindungi
hak setiap warga dari pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun,
termasuk pejabat pemerintah.

Mengenai lembaga yudikatif ulama banyak berbeda pendapat
utamanya mengenai syariah yang tidak menerangkan secara detail salah
satu sistem pengadilan, namun dalam syarieh itu tersendiri hanya
memberikan batasan pada undang-undang pokok secara umum yang
menyangkut susila pengadilan (termasuk cara dimana hakim harus
bertindak). Jika majelis qada selaras dengan lembaga yudikatif saat ini
kemandirian yudikatif akan menjamin perdamaian dalam negeri suatu

negara dan ketentraman rakyat. Dan tidak akan ada jumlah hak atau hak-

% http://Indonesian.khamenei.com.04/10/2009/BadanY udikatif
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hak istimewa yang tertulis dalam undang-undang yang dapat memberikan
kepuasan jika pengadilan-pengadilan ini masih di interfensi oleh yang
berkuasa. Akibatnya esensi keberadaan negara sangat bergantung pada
kepuasan rakyatnya.*”

Jika ditarik pada zaman Nabi dalam urusan peradilan ini, badan
pengadilan Nabi SAW mengikuti perintah Allah SWT. Sebagaimana
firman-Nya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara
mereka menurut 8pa yang telah diturunkan Allah (kepadamu), dan
Jjanganlsh engkau mengikuti hawa nafSu mereks....” (Surat al-Maidah:
49)

Sekalipun pada zaman Rasulullah SAW, semua bidang
pemerintahan mulai dari kewenangan dan keputusan itu berada di tangan
beliau, tetapi dalam proses penyelesaian masalah Rasulullah SAW selalu
melibatkan para sahabatnya / perwakilan masyarakat, yang kemudian
diselesaikan di suatu tempat melalui musyawarah. Atas dasar inilah
kemudian kita mengenal konsep syura dalam Islam.%

Namun pada intinya penyelenggaraan mekanisme negara dalam
sistem politik pada umumnya, khususnya lembaga-lembaga negara, al-
Qur’an mengemukakan ada 4 prinsip penggunaan kekuasaan politik yang

dapat dipandang scbagai asas-asas pemerintah / kekuasaan dalam sistem

:: Http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/Lembaga-Negara-Islam
ibid
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politik. Ke-4 asas terscbut adalah asas amanah, asas keadilan, asas
ketaatan, asas musyawarah dengan referensi al-Qur’an dan sunnah. Jika
dikaitkan dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga di atas keempat
asas ini sangat relevan dan signifikan untuk dijadikan pondasi dasar pada
setiap kebijakan dan keputusan yang berakhir pada realisasi / aplikasi di
masyarakat. Jika demikian nyatanya saya sangat yakin masyarakat akan

hidup damai dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

C. Kelembagaan perlindungan saksi dan korban dalam Islam
Dalam Islam lembaga perlindungan saksi dan korban masuk ke dalam
wilayah al-hisbah. Arti hisbah sendiri ialah menyuruh kepada kebaikan jika
terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemunkaran
jika terbukti kemunkaran dikerjakan. Atau merupakan kewenangan menjalankan
amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah
kemunkaran ketika yang munkar mulai dikerjakan prang secara nyata.’! Allah

ta’ala berfirman:
B adfy &L e 0 Sy 0yl s G og ol 8 8
:.J ’ o.‘o‘

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

5! Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultoniyyah, h. 398
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yangénunkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran:
104)

Dilihat dari definisi di atas, sesungguhnya wilayah a/-hisbah lebih tepat
disebut lembaga pengawas atau polisi moral, karena wilayah al-hisbah pernah
hadir sebagai bagian dari sejarah peradilan Islam dan beberapa negara Islam
memilikinya sampai sekarang, sebagai contoh di Nanggro Aceh Darussalam
(NAD) di Indonesia,”® maka lembaga ini dapat juga dikelompokkan kepada
lembaga peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah al-hisbah juga memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus
melalui mekanisme sebagaimana layaknya sebuah pengadilan, seperti mengadili
perjudian, kecurangan dalam perdagengan, dan lainnya. Dengan demikian,
wilayah al-hisbah adalah lembaga yang khusus berwenang mengawasi dan
menyelesaikan perkara-perkara moral serta melaksanakan tugas-tugas amar
ma’ruf nahi munkar demi menjalankan hak-hak dan kemaslahatan hidup
masyarakat.

Ruang lingkup tugas wilayah a/-hisbah meliputi berbagai aktifitas untuk

mengajak berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, baik yang

62 Departemen Agama Rl., a/-Qur’an dan Terjemahnya, h.

8 Di Nangro Aceh Darussalam (NAD), Indonesia lembaga wilayah al-hisbah kembali
dihidupkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang "berlaku sejalan dengan kebijakan
peacrapan Syariat Islam di NAD. Wilayah al-hisbah bertujuan untuk menegakkan moral menurut
syariat Islam. Untuk itu, lembaga itu diberi wewenang untuk mencegsh dan mengusut pelanggeran
syariat yang membaysahaksn moral masyarakat, seperti perjudian, memamerkan aurat dan sebagainya.
Pada Jum’at, 24 Juni 2005, Mahkamah syar’iyyah Bireucn untuk pertama kalinya melaksanakan
hukuman cambuk terhadap 15 terpidana yang terbukti melanggar Qanun No. 13 Tabun 2003 tentang
maisir (perjudian). Para terpidana menerima antara 6-10 kali cambuk. Pada saat itu, wilayah al-hisbah
dilibatkan sebagai pibak pelaksana eksekusi.
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terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia maupun hak bersama Allah dan
manusia.* Dengan demikian, wewenang wilayah al-hisbah mencakup seluruh
pelanggaran terhadap prinsip amar ma’ruf nahi munkar di luar wewenang hakim
wilayah a/-gada dan wilayah af-mazalim, baik yang berkaitan dengan
pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut aqidah dan
muamalah.5°

P«;langgaran al-hisbah dapat dikenai hukuman fa’zir, seperti peringatan,
ancaman, celaan, penjara, pukulan atau cambukkan dan lainnya. Menurut para
ahli figih, al-mubhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu
pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Menurut Ali ad-Duraib mengatakan bahwa sekalipun wilayah al-hisbah
secara lembaga tidak ada lagi di beberapa negara Islam, tugas-tugas amar ma’ruf
nahi munkar di setiap negara Islam masih tetap berjalan. Wewenang wilayah a/-
hisbah, menurutnya telah tersebar dan ditangani oleh berbagai departemen,
seperti Departemen Wagaf Departemen Sosial, Departemen Kehakiman,
Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri
dan bahkan oleh Angkatan Bersenjata di sctiap negara.%

Wilayah al-hisbah merupakan lembaga yang lebih mirip institusi

kepolisian dan penjaga moral, tetapi dan pernah dapat juga menjalankan fungsi

 Imam al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthoniyyah, h. 412
¢ Ensikiopedia Hukum Islam, h. 1940
% Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1941
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dan tugas peradilan sehingga digolongkan sebagai salah satu lembaga peradilan
di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah Aisbah ini yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalam garis
besarnya menyerupai jawatan penuntut umum. Walaupun antara lembaga hisbah
dengan lembaga penuntut umum ada beberapa perbedaan, namun secara garis
besar dapat dikatakan bahwa tugas fisbah dalam hukum Islam merupakan dasar
bagi penuntut umum sekarang ini.®’ Sudah nyata kita ketahui, bahwa prinsip-
prinsip pokok dari hukum Islam memungkinkan jawatan hisbah diatur dan
disusun dengan cara yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat serta

memenuhi kemaslahatan manusia.

7 Tengku M. Hasbi Ash-Shiddiegie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 100
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LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT

UNDANG-UNDANG RI NO 13 TAHUN 2006

A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)' dibentuk berdasarkan
UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya
Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban datang bukan dari aparat
hukum, polisi, jaksa, ataupun pengadilan akan tetapi datang dari inisiatif
kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah
saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang Perlindungan Saksi dan
Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai
mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini
kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang
perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini
kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan

undang-undang Perlindungan saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik

! Selanjutnya di singkat LPSK
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU
Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK)yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU
Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan sclanjutnya,
LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008, disebutkan pula bahwa LPSK
adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan
dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-
'undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses
peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman
kepada Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan
pidana.’
1. Kedudukan dan fungsi LPSK
a. Kedudukan LPSK
LPSK merupakan Lembaga yang mandiri, yang berkedudukan di
Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di
daerah sesuai dengan keperluan. Dalam melaksanakan tugasnya LPSK
bertanggung jawab umtuk menangani pemberian perlindungan dan
bantuan pada saksi berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana

diatur dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006, LPSK juga

2www.lps:k.gt).id/hmnas/indek.php?option=com_conten&vievv=artic&;id=48‘S’citemic:l=34/seja
rah_ lahimya UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 dan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban(LPSK)



bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

Kedudukan dan fungsi LPSK adalah sebagai lembaga yang
memberikan dan menjamin keamanan, kenyamanan terhadap Saksi dan
Korban dalam memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti
pasca perkara belum diputuskan oleh hakim.

. Tugas dan kewenangan LPSK

Dalam pasal 12 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa,
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga yang bertugas
dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada
saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam
UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tidak merinci tugas dan kewenangan LPSK
tersebut lebih lanjut, perumusan undang-undang kelihatannya tidak
menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab
tersendiri dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 seperti peraturan
lainnya, melainkan menyebarkan pada beberapa pasal.

Adapun tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar pada
beberapa pasal dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

1) Menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan (pasal

29)
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2) Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban
(pasal 29)

3) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (pasal 1)

4) Menghentikan program perlindungan saksi dan korban (pasal 32)

5) Mengajukan ke pengadilan berdasarkan keinginan korban berupa hak
atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak
atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku
tindak pidana (pasal 33)

6) Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili
korban untuk bantuan (pasal 34)

7) Bekerja kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan

dan diberikan bantuan kepada saksi dan korban (pasal 34)

2. Mekanisme dan perekrutan anggota LPSK

Dalam pasal 19 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

b.

e

Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh
Presiden

Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 orang,
dengan susunan sebagai berikut:

1) 2 orang berasal dari unsure pemerintah dan

2) 3 orang berasal dari unsure masyarakat

Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara
pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan
peraturan Presiden.
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LPSK beranggotakan 7 orang yang berasal dari unsur professional
yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan,
perlindungan, penegak hukum dan hak asasi manusia, kepolisian,
kejaksaan, departemen hukum dan hak asasi manusia, akademis, advokat,

atau lembaga swadaya masyarakat.

B. LPSK Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006

1.

Prosedur Pemberian Perlindungan

Dalam pasal 29 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa;

a.

Saksi dan Korban yang bersangkutan, baik inisiatif sendiri maupun atas
permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara
tertulis kepada LPSK

LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak
permohonan perlindungan diajukan

Disebutkan pula proses pemberian perlindungan bagi saksi dan korban
sebagai berikut:

a.

Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan,baik
inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau olech
pcjabat yang berwenang kepada LPSK

Pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban ditentukan
dan didasarkan pada “Keputusan LPSK”

Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan Korban yang
bersangkutan berkewajiban menandatangani pemyataan kesediaan
mengikuti syarat dan ketcntuan perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan Korban termasuk
keluarganya scjak ditandatanganinya pernyataan kesediaan

Perlindungan bagi Saksi dan Korban diberikan sejak ditandatangani
perjanjian pemberian perlindungan

Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan anggaran
pendapatan dan belanja Negara
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g. Perlindungan bagi Saksi dan Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan
alasan(a) inisiatif sendiri dari Saksi dan Korban yang dilindungi, (b) atas
permintaan pejabat yang berwenang, (c) saksi dan korban melanggar
ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau (d) LPSK
berpendapat bahwa saksi dan korban tidak lagi memerlukan perlindungan
berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan

h. Penghentian perlindungan bagi saksi dan korban harus secara tertulis

2. Pengertian saksi

Menurut R. Wiyono pengertian saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang perkara
pelanggaran HAM yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami
sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman,
gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun 3

Menurut "Pasal 1 butir 26 KUHAP” menerangkan, saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.*

Berdasarkan Undang-undang RI No 13 tahun 2006 dalam, “Pasal 1
ayat 1” menerangkan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

3 R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia, h. 79
4 UU.No 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 6
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pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.’
3. Klasifikasi saksi
a. Saksi ahli atau keterangan ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.®
Menurut surat edaran Jaksa Agung: SE-003/J.A/2/1984
pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan
digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi,
atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh
Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI sebagai
berikut:
1) Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli
otentikasi diberikan oleh laboratorium kriminil MABAK.
2) Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh
laboratorium kriminil POM ABRI
3) Untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah
satu laboratorium kriminil berdasarkan kesepakatan antara unsur

penegak hukum yang duduk dalam team untuk perkara koneksitas.’

3 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006, h. 2
¢ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalsm Peradilan Indonesia, h. 19
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b. Saksi mahkota

Menurut KUHAP tidak diberikan suatu definisi otentik mengenai
saksi mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan empirik saksi
mahkota didefinisikan,” sebagai saksi yang berasal dari salah seorang
tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-bersama melakukan
perbuatan pidana, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya.
alat bukti”.®

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai
alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu,
yaitu dalam hal perkara pidana dalam bentuk penyertaan dan diperiksa
dengan mekanisme pemisahan (Splitsing), serta apabila dalam perkara
pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti,
khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa
tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan
pidana.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota
merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan
yang adil dan tidak memihak dan juga merupakan pelanggaran terhadap

kaidah-kaidah hak asasi manusia.’

" Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidsna, h. 51

¢ Hitp://www.hukumonline.com/M.Sofyan Lubis/saksi mahkota dalam pembuktian
° Hitp://kantoth ! tail-artikel-h tiyono/eksistensi saksi mahkota

sebagai alat buti dalam perkara pidana
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4. Hak dan Kewajiban saksi

Berdasarkan Pasal 5 dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006

menerangkan bahwa, seorang saksi dan korban berhak:

&

Hrrorreme an

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Mendapat penerjemah;

Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Mendapat identitas baru;

Mendapat tempat kediaman baru;

Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
Mendapat nasihat hukum; dan atau

. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.'°

Hak yang dimaksud diatas yang diberikan kepada saksi tindak pidana

dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud

kasus — kasus tertentu disini adalah mengenai tindak pidana korupsi, tindak

pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana

lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat

membahayakan jiwa saksi tersebut.'!

Selain itu hak saksi juga terdapat dalam pasal 9 dan pasal 10 UU RI

Nomor 13 Tahun 2006, dalam pasal 9 menjelaskan bahwa:

1° UU RI Nomor 13 Tehun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 3
N 1bid h.20
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Saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas
persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di
pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan
kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pcjabat
berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang
memuat tentang kesaksian tersebut.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar
kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan
didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Dalam pasal 10 menjelaskan bahwa:

Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hokum baik
pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya.

Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan kcterangan tidak dengan
itikad baik.

Saksi — saksi harus dilindungi dari segala macam ancaman, gangguan,

terror dan kekerasan agar saksi tersebut bisa mengungkapkan kebenaran yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, maupun ia alami sendiri.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP

masih mengikuti peraturan lama (HIR) di mana ditentukan pengucapan

sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam

pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan,

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-
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masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat
mutlak, jika saksi menolak maka ia dapat dikenakan sandera di tempat rumah
tahanan negara.'

Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak
dan kewajiban scorang saksi, diantaranya dalam pasal 117 ayat (1), pasal
173, pasal 177 ayat (1), pasal 178 ayat (1), pasal 227 ayat (1), pasal 229 (1).

Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seorang
korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika
sebuah perkara dihentikan. Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja,
namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 159
ayat (2), 161 dan 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Pengertian korban menurut Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006

Mengacu pada Declaration of Basic Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power yang disahkan melalui Revolusi Majelis Umum
PBB no. 40/34, 29 November 1985. Dalam deklarasi itu didefinisikan korban

adalah orang yang secara perorangan maupun kelompok menderita kerugian,

"? Lihat pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Penjelasan pasal 161 ayat (2) menunjukkan
bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak:” keterangan saksi atau ahli yang tidak
disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah
merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”
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termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi
atau rampasan nyata terhadap hak dasar mereka.'

Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang
menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.'*

Berdasarkan Undang-undang RI No 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dalam “pasal 1”,korban adalah seseorang
yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang

dilakukan oleh suatu tindak pidana.'®

. Klasifikasi korban

Kongres PBB ke-tujuh telah mengelompokkan macam-macam korban
sebagai berikut:

a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh
tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan,
perkosaan, penganiayaan dan lain-lain;

b. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh
tindak pidana berat seperti terorisme, pemberontakan, pembajakan,
perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan

kejahatan computer;

13 Samuel Gultom, Mengadili Korban, hal. 9
“Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, hal. 63
15 UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, hal. 2
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c. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (Ilegal abuses of
power) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan
serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.
Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas
perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya
korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak
asasi manusia.'®

Yang dimaksud dengan pemberontakan menurut pasal 108 KUHP
adalah mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap
kekuasaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan senjata apapun
seperti, bambu runcing, golok, keleweng, tombak, panah, clurit, potongan —
potongan besi, granat tangan, senjata api, dan lain — lain.

Maksud dari kekuasaan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan
umum baik yang terdapat di pusat maupun di daerah — daerah.

Tindak pidana pemberontakan memiliki beberapa unsur, diantaranya:

a. Unsur subyektif, yaitu maksud dari pemberontakan itu sendiri.

b. Unsur obyektif, yaitu melawan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia
maju bersama atau menggabungkan diri dengan suatu gerombolan yang

melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan tersebut. 17

16 www.mamfaluthymordpress.com/2009/10/19/by_ mamfaluthy/makalah kedudukan korban
dan kejahatan
17 | amintang, Delik — Delik Khusus K¢jahatan Terhadsp Kepentingan Hukum Negara, h.15
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Pemberontakan itu ada, apabila perlawanan atau serangan dengan
senjata tersebut dilakukan oleh orang banyak dalam hubungan organisasi,
jika hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan
organisasi terhadap pegawai yang memegang kekuasaan pemerintahan itu
tidak masuk pemberontakan, akan tetapi suatu perlawanan yang diancam
hukuman dalam pasal 212 KUHP.'®
. Hak dan kewajiban korban

Demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu
peraturan/undang-undang yang mudah dan dapat dimengerti oleh
masyarakat, tetapi dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah.

Menurut Arif Gosita korban mempunyai peranan dan tanggung jawab
yang fungsional dalam perbuatan dirinya sebagai korban. Yang menjadi
pertimbangan/penentu hak dan kewajiban si korban adalah taraf keterlibatan
dan tanggung jawab fungsional dalam tindak pidana.'’

Adapun hak dan kewajiban korban adalah:

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak
lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk

menangani masalah ganti kerugian korban.?

BR Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, h. 117
% Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, h. 74
2 Konsep Pemberian Restitusi dan Kompensasi Berdasarkan PP RI Nomor 44 Tahun 2008
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b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
e. Hak untuk memperoleh kembali hak( harta )miliknya
f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan
sementara, atau pelaku buron dari tahanan
h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan
dengan kejahatan yang menimpa korban
i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan
nomor telepon atau identitas korban lainnya.?'
Berdasarkan UU RI Nomor 13 Tahun 2006 dalam “pasal 7”,
menyebutkan bahwa:
1) Korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban(LPSK)berhak
mengajukan ke pengadilan berupa:
a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
berat;
b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab
pelaku tindak pidana
2) Keputusan mengenal kompensasi dan restitusi diberikan oleh
pengadilan.?

Berdasarkan PP RI Nomor 44 Tahun 2008 memberikan pengertian

tentang kompensasi, dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang

2 ,p Didik M. Arif & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, b. 53
2 YU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 4
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diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti
kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi
adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh
pelaku atau pihak ketiga.>

Pengemasan hak dan pemberian bantuan kepada korban harus
dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan
dan pasca persidangan.

Fungsi sosial yang terpenting suatu Negara dalam masyarakat modern
adalah meningkatkan citra kesadaran diri sosial. Penghargaan terhadap hak-
hak individu merupakan asas yang paling utama dan penting secara moralitas
sosial. Dengan demikian, manakala seorang individu mempertahankan hak-
haknya, berarti melindungi pula kepentingan masyarakat, dan manakala hak-
hak korban terpenuhi, maka terpenuhi pula kepentingan masyarakat.

Pemberian hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral,
artinya baik hak-hak yang berkenaan dengan peran korban dalam sistem
peradilan pidana (mulai dari tahap pra-peradilan, peradilan dan pasca
peradilan) maupun hak-hak yang berkenaan dengan penderitaan yang di

alami korban, baik fisik maupun mental.?*

B PP RI Nomor 44 Tshun 2008, Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada
Korban dan saksi, h. 2

% Cheerudin & Syarif Fadila, Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum
Pidana Islam, h. 11,
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C. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006
1. Pengertian perlindungan saksi

Dalam penyelesaian kasus-kasus pidana, saksi memiliki peranan yang
sangat penting mengingat saksi memiliki peranan dalam memberikan
informasi yang lengkap guna memperkuat dakwaan. Keterangan yang
diberikan oleh saksi akan sangat membantu penyidikan untuk mengungkap
peristiwa pidana. Sebelum kita bahas mengenai pengertian perlindungan,
alangkah lebih baik kita mengerti arti saksi itu sendiri. Saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami
sendiri.®

Berdasarkan definisi di atas, saksi diharapkan saksi dapat
menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa
yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat
bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan
obyektif berdasarkan fakta-fakta yang telah di ajukan di persidangan.

Mengingat pentingnya peranan saksi, sudah sewajarnya setiap saksi
dalam perkara pidana diberikan perlindungan khusus, karena saksi yang akan

membongkar peristiwa pidana dibunuh oleh pihak yang berkepentingan

% UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 2
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dalam hal ini misalnya pihak tersangka. Oleh karena itu perlindungan saksi
dalam penyelesaian perkara pidana sangat dibutuhkan, mulai dari saat
dilakukannya penyelidikan sampai setelah kasus tersebut diputuskan.?®

Perlindungan sendiri mempunyai pengertian “segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada
saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi Dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan undang-undang.?’
Pengertian Perlindungan Korban

Pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu, sehingga
eksistensinya harus senantiasa diakui. Dihargai, dan dilindungi, diantaranya
melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap
eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekwensi pada perlunya
diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan
munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri,
baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintahan.

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat
berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi

manusia dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun Negara. Dalam

saksi

% Http;//www.pemantauperadilan.com/devisi riset MaPPl FH Ul/perlindungan terhadap

7 YU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h.2
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konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif
maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah
(melalui aparat pemegak hukum), seperti pemberian perlindungan
/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa
korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses
pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada
dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi
manusia serta instrument penyeimbangan. Disinilah dasar filosofis di balik
pentingnya korban kejahatan memperoleh perlindungan.?®
Dengan keluarnya UU RI Nomor 13 Tahun 2006, maka secara tidak
langsung timbul tiga macam bentuk perlindungan saksi dan korban antara
lain:
a. Perlindungan saksi dan korban sebelum persidangan berlangsung.
Perlindungan ini dilakukan dimulai saat terdapat pelapor atau
penyidikan atas suatu kasus. Contoh perlindungan yang dapat dipakai
ialah identitas pelapor
b. Perlindungan saksi dan korban pada saat persidangan berlangsung
Apabila kita melihat Pasal 5 UU RI Nomor 13 Tahun 2006
maka ada beberapa poin-poin perlindungan yang diterapkan selama

persidangan berlangsung. Diantaranya perlindungan fisik yang dilakukan

B ,, Didik M. Arif & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, h. 163
¥ UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dsn Korban, h. 3-4
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oleh LPSK dan dimungkinkan untuk memberi kesaksian tanpa hadir
langsung di pengadilan.
c. Perlindungan saksi dan korban sesudah persidangan berlangsung

Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006 dalam “Pasal 6",
menyebutkan bahwa: perlindungan itu diantaranya bantuan medis dan
psiko-sosial serta pemberian identitas baru dan tempat kediaman baru.>’

Maksud dengan pemberian bantuan rehabilitasi psiko-sosial
adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang
menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan
kembali kondisi kejiwaan korban.'

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan,
terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian,
diantaranya:*?

1) Asas Manfaat
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi
tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban

kejahatan.

g
Ibid, h. 4
3! Penjelasan pasal 6 mengenai pemberian bantuan medis dan psiko-sosial pada korban
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3 AHf Gosita, Masalah Korban Kejahatan, b. 50
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2) Asas keadilan
Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi
korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula
oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3) Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian
hukum dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu
menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum).
4) Asas kepastian hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat
bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam
upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.
3. Ruang lingkup dan kewenangan perlindungan saksi dan korban
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) bertanggung jawab
untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan korban
berdasarkan tugas dan kewenangannya. Adapun tugas dan kewenangannya
adalah:
a. Menerima permohonan ,memberikan keputusan, perlindungan saksi dan

korban (terdapat dalam pasal 29,UU RI Nomor 13 Tahun 2006)*>

*3 UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 11



83

b. Memberikan perlindungan (terdapat dalam pasal 1)

c. menghentikan program perlindungan (terdapat dalam pasal 32)

d. Atas nama saksi dan korban mengajukan kompensasi dan restitusi/ganti
rugi dari pelaku pidana (terdapat dalam pasal 7)

e. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam
melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (terdapat dalam pasal
39)

LPSK bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang
maksudnya adalah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan atau
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk
memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh
saksi atau korban.**

LPSK mempunyai kewenangan dalam melindungi saksi dan korban
dalam tiga jenis yaitu : fisik, hukum dan merahasiakan identitas. Untuk yang
fisik, harus dilakukan orang yang punya kemampuan secara fisik. Sebab,
yang dilindungi ialah saksi dan korban, termasuk keluarganya.
Perlindungannya juga sebelum, sedang, dan sesudah persidangan. Nanti ada

kajian terhadap setiap kasus untuk menentukan bentuk perlindungan dan

M Http://www.pontianakpost.com/edi_v.petebang/melindungi saksi dan korban umtuk
keadilan di akses sabtu 23 mei 2009.09:42
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tingkat perlindungannya. Misalnya, apakah cukup dilindungi selama

persidangan atau malah perlu di relokasikan.*

D. Ruang Lingkup Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU RI Nomor 3 Tahun

2006

. Sebelum perkara diputuskan

Permohonan umntuk melakukan perlindungan saksi dan korban
diajukan kepada satu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan
Korban dan berlaku dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam
lingkungan peradilan. Ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 Undang-
Undang yang menyatakan, “Undang-undang ini memberikan perlindungan
pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam
lingkungan peradilan” ¢

Dalam pasal 31 UU RI Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa,
LPSK wajib memberikan perlindungan sepenubnya kepada saksi dan korban,
termasuk keluarganya.
. Sesudah perkara diputuskan
Mengenai perlindungan sesudah perkara itu diputuskan, di dalam UU

RI Nomor 13 Tahun 2006 tidak menjelaskan, akan tetapi di dalam UU ini

3 Wawancara Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dengan Koran Jawa Pos, Minggu, 7

Desember 2008

3 UU RI Nomor 13 Tehun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 3
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menjelaskan tentang pemberhentian perlindungan yang terdapat dalam “pasal

32", yang berbunyi:

a. Perlindungan atas keamanan saksi atau korban hanya dapat dihentikan
berdasarkan alasan:

1) Saksi dan korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan
dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

2) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan
perlindungan terhadap saksi dan korban berdasarkan atas permintaan
pejabat yang bersangkutan;

3) Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam
perjanjian; atau

4) LPSK berpendapat bahwa saksi dan korban tidak lagi memerlukan
perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

b. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan korban harus

dilakukan secara tertulis.>’

*7 UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, h. 12



BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT
UU RINOMOR 13 TAHUN 2006 DAN FIQH SIYASAH

A. Analisis Terhadap Ruang Lingkup dan Kewenangan LPSK dalam Melindungi
Saksi dan Korban Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi
dan | korban bekerjasama dengan instansi terkait yang berkewenangan,
maksudnya adalah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan atau lembaga
swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan
perlindungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
mendukung kerja LPSK itu sendiri.
Adapun tugas dan kewenangan LPSK dalam melindungi saksi dan korban
adalah:
1. Menerima permohonan, memberikan keputusan, perlindungan saksi dan
korban (terdapat dalam pasal 29)
Pasal 29 UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang:
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29
sebagai berikut:
a. Saksi dan korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendirimaupun
atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara
tertulis kepada LPSK.

b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

86
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c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak permohonan perlindungan diajukan

2. Memberikan perlindungan (terdapat dalam pasal 1)

3. Menghentikan program perlindungan (terdapat dalam pasal 32)

4. Atas nama saksi dan korban mengajukan kompensasi dan restitusi/ganti rugi
dari pelaku pidana (terdapat dalam pasal 7)

5. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam 8melaksanakan
pemberian perlindungan dan bantuan (terdapat dalam pasal 36)

Dalam melindungi saksi dan korban, LPSK mempunyai tiga prioritas
dalam melaksanakan tugasnya melindungi saksi dan korban diantaranya : berupa
fisik, hukum, dan merahasiakan identitas. Dalam melindungi fisik ,haruslah
dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan secara fisik, karena yang
dilindungi adalah saksi dan korban, termasuk juga keluarga saksi ataupun
keluarga korban, sedangkan melindungi dari hokum LPSK memberikan
kenyamanan dan ketenangan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian
pada waktu perkara sedang diproses dimana terkadang saksi atau korban
terkadang bingung dan merasa tertekan dalam pemberian kesaksian pada waktu
pemrosesan perkara yang belum diputuskan, dan melindungi saksi dan korban
dalam merahasiakan identitas LPSK merahasiakan semua yang berhubungan
dengan identitas saksi dan korban dari siapapun guna keselamatan dan

kelancaran penyidikan perkara, terkecuali pada waktu dibutuhkan oleh pihak

! UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi Dan Korban. h. 13
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yang berkewajiban memproses perkara dalam mencari kebenaran dalam
memutuskan suatu perkara, dimana telah dijelaskan dalam pasal 1 butir 26
KUHAP yang berbunyi :

Saksi adalah orang yang dspat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia libat sendiri dan alami sendiri’

Saksi dibedakan menjadi dua yaitu saksi ahli atau keterangan ahli dan
saksi mahkota;
1. Saksi ahli atau keterangan ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Saksi mahkota
Menurut KUHAP tidak diberikan suatu definisi otentik mengenai saksi
mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan empirik saksi mahkota
didefinisikan, "sebagai saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau
terdakwa lainnya yang bersama-bersama melakukan perbuatan pidana, yang
perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.
Dari penjelasan diatas LPSK dalam melindungi saksi dan korban tidak
mengabaikan hak dan kewajiban saksi dan korban yang mana tercantum dalam

pasal 5 UU RI Nomor 13 tahun 2006 dan terdapat pada KUHAP pasal 117 ayat

2UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi Dan Korban, h. 2
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(1), pasal 173, pasal 177 ayat (1), pasal 178 ayat (1), pasal 227 ayat (1), pasal
229 (1).
Pasal 5 UU RI Nomor 13 tahun 2006, Saksi dan korban berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Mendapat penerjemah;

Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

9. Mendapat identitas baru;

10. Mendapat tempat kediaman baru;

11. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

12. Mendapat nasihat hukum; dan atau

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.

.

NN B W

KUHAP pasal 117 ayat (1),

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penjyidik diberikan tanpa
tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

KUHAP pasal 173,

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu
tanpa hadimya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang
siding akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan
sebeh:m kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak
hadir.

: UU RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 107
Ibid, h. 157



KUHAP pasal 177 ayat (1),
Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua siding

menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan
menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan’

KUHAP pasal 178 ayat (1),
Jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua

sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan
terdakwa atau saksi itu.’

KUHAP pasal 227 ayat (1),
Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam
semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan

selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadier yang ditentukan, di
tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman meereka terakhir.’

KUHAP pasal 229 ayat (1).
Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka

memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat
penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Dari semua keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber LPSK dalam
melindungi para saksi dan korban tidak keluar dari peraturan yang tertulis dalam

UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

5 Ibid, h.156
6 Ibid, h.157
7 Ibid, h.195
8 Ibid, h.196
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B. Analisis Terhadap Ruang lingkup dan Kewenangan LPSK Menurut Figh Siyasah
Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan
melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan
sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya
kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang
berbuat kemungkaran. Namun di tangan Allah jaulah akibat semua urusan.
Berdasarkan al-Qur’an pada surat 4 ayat 59 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
yang memegang kekuasaan dari kalanganmu. Kalau kamu berbeda pendapat
tentang sesuatu, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, jika benar-

benar kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih
utama dan lebih baik akibatnya.™

Islam datang dengan semangat keadilan dan persamaan dan Islam datang
untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan
perilaku, ketentraman sosial dan mencegah berbagai bahaya, maka Islam akan
memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan
perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi
siapapun yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum.

Dalam ajaran Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang sangat
tinggi. Bahkan al-Qur’an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan

manusia.

% Departemen Agama R1. A/-Qur’an dan Terjemahan. h, 128
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Dengan landasan diatas LPSK sangat mengutamakan keadilan dan
kemaslahatan umat. LPSK dalam melaksanakan tugasnya dalam melindungi
saksi dan korban tidak menyimpang dari apa yang telah di jelaskan dalam ajaran
Islam dan sunnah Rasul dimana Islam mengajarkan mengenai manusia memiliki
hak al-karamah dan hak al-fadilah dan sunnah Rasul adalah rahmatan Lil ‘alamin,
dimana kemaslahatan / kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh
manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam
di atas disebut a/-khams atau lima prinsip dasar agama, yaitu:'°

Pertama, hifzud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk
memelihara agama dan keyakinannya (a/-dim). Sementara itu Islam juga
menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis.
Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya
pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

Kedua, hitzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk
tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya
keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak
kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-
wenangan.

Ketiga, hifzul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi,

kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan

1° Abdul Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadsp Sorban Kekerasan Seksual, h.104
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berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan
akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman
keras dan lain-lain.

Keempat, hifzun-nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi
setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan
keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Kelima, hitzun-mal yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan
harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil
hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan
pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan
pidana-pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia.
Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, contohnya manusia
dilarang melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik
lainnya kepada sesama manusia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kinerja LPSK dalam melindungi
saksi dan korban yang mana selalu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan
para saksi dan korban dalam membantu pemberian kesaksian dalam penyidikan

pada waktu pemrosesan perkara sebelum perkara diputuskan oleh hakim.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewenangan
dalam melindungi para saksi dan korban sesuai dengan UU RI Nomor 13
Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dimana telah dijelaskan
bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk dilindungi baik jiwa, harta dan
keamanan keluarga saksi dan korban dalam memben‘kan' kesaksian pasca
perkara yang belum diputuskan oleh hakim yang mana tercantum dalam pasal
5 ayat 1 UU RI Nomor 13 tahun 2006. LPSK sangat mengutamakan keadilan
dan kemaslahatan umat.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan
tugasnya untuk melindungi saksi dan korban tidak menyimpang dari apa
yang telah di jelaskan dalam ajaran Islam dan sunnah rasul mengenai manusia
memiliki hak a/-karamah dan hak al-fadilah dan sesuai dengan maqosid al
syariah, yaitu kemaslahatan umum/ kesejahteraan rakyat bagi seluruh
manusia dan alam semesta. Tujuan Islam di atas disebut kuliyat al-khams
atau lima prinsip dasar agama Islam yaitu perlindungan terhadap agama,

jiwa, akal, turunan, dan harta untuk melaksanakan mas/ahat al-daruriyyah,
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maslahat al-hajiyyah, maslahat tabsiniyyah. Kinerja LPSK dalam melindungi
saksi dan korban yang mana selalu mengutamakan keselamatan dan
pengayoman bagi para saksi dan korban dalam membantu pemberian
kesaksian dalam penyidikan pada waktu pemrosesan perkara sebelum perkara

diputuskan oleh hakim.

Saran

Bagi LPSK dalam melakukan perlindungan bagi saksi dan korban
seharusnya perlindungannya itu sebelum dan sesudah perkara diputuskan oleh
pengadilan, karena di khawatirkan keluarga tersangka masih menyimpan rasa

dendam kepada saksi atau korban yang memberi keterangan di depan pengadilan.
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